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Abstract

This research aims to be descriptive regarding the strategic role of statutory legal
studies in the formation of regulations. The importance of this research is because in
various regulations we sometimes still find a number of laws and regulations that are
rigid and outdated or because of political bargaining, which causes norms not to
reflect the public interest. The results conclude the strategic role of legal studies in
ensuring justice, legal protection and the sustainability of the country's legal system.
Legislative legal review prevents legal confusion and inconsistencies, and provides a
strong basis for consistent and transparent law enforcement, as well as helping
identify and correct deficiencies in existing regulations. Apart from that, legal studies
also ensure government policies to overcome legal problems, regulate the process of
forming laws, and create legal certainty and social stability. Challenges in developing
state law include the complexity of legal changes, limited resources, better legal
accessibility, and the role of technology in legal studies. This research offers an
interdisciplinary approach, the use of information and communication technology,
and increased public participation to ensure fairness, effectiveness and relevance of
regulations in facing the dynamics of society and global developments. Therefore, this
research recommends collaboration between academics, bureaucrats and the legal
profession to form a state legal system that is relevant to the needs of society and
provides maximum legal protection for citizens.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan secara deskriptif terkait peran strategis kajian hukum
perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Pentingnya penelitian ini karena
dalam berbagai aturan terkadang masih didapatkan sejumlah peraturan perundang-
undangan yang kaku dan ketinggalan zaman atau karena political bargaining sehingga
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menyebabkan norma tidak mencerminkan kepentingan umum. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian
hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem
hukum negara. Kajian hukum perundang-undangan mencegah kekacauan hukum,
inkonsistensi, serta memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum yang
konsisten dan transparan, serta membantu identifikasi dan perbaikan kekurangan
dalam peraturan yang ada. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan
pemerintah untuk mengatasi masalah hukum, mengatur proses pembentukan hukum,
dan menciptakan kepastian hukum, serta stabilitas sosial. Tantangan dalam
pembangunan hukum negara mencakup kompleksitas perubahan hukum, keterbatasan
sumber daya, aksesibilitas hukum yang lebih baik, dan peran teknologi dalam kajian
hukum. Penelitian ini menawarkan adanya pendekatan interdisipliner, penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan partisipasi publik untuk
memastikan keadilan, efektivitas, dan relevansi peraturan dalam menghadapi
dinamika masyarakat dan perkembangan global. Oleh karena itu, penelitian ini
merekomendasikan kerjasama antara akademisi, birokrat, dan profesi hukum untuk
membentuk sistem hukum negara yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan
memberikan perlindungan hukum maksimal bagi warga negara.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Perundang-undangan, Pembangunan Hukum.

A. PENDAHULUAN
lImu hukum, mengikuti perkembangan masyarakat, harus dinamis dan

responsif terhadap kasus-kasus yang muncul, untuk memenuhi aspirasi masyarakat
dan menghindari keterbelakangan hukum. Adagium yang mengungkapkan hal
tersebut adalah Het Recht Hink Achter De Feiten Aan (Sakti & Utami, 2022) yang
menyatakan bahwa regulasi hukum yang ada selalu tertatih di belakang peristiwa
faktual di masyarakat, sementara kebutuhan masyarakat semakin kompleks yang
tidak cukup diatur dalam norma secara tertulis. Sementara hukum yang dipaksakan
tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, tentu akan menimbulkan sedikit banyak
kemudharatan bagi publik dan menimbulkan ketidakpercayaan publik seperti pada
saat pembentukan revisi kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

(Manullang et al., 2023).
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Norma tertulis dimaksud adalah salah satu ciri negara hukum yang tidak hanya
didasarkan pada kekuasaan semata, namun berbasis aturan hukum karena
diwujudkan melalui peraturan yang tidak diciptakan untuk tujuan buruk di negara
hukum dan hukum memiliki turunannya dalam peraturan perundang-undangan
menurut stuffenbau theory (Airlangga, 2019). Lebih lanjut, pembangunan hukum
melibatkan proses nomokrasi dan demokrasi (Airlangga, 2019) dan politik hukum
adalah cara mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat (Astomo, 2021).

Hal yang menjadi kebaharuan (novelty) dari penelitian ini adalah adanya
indikator yang menunjukkan bahwa lemahnya pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia antara lain melalui tingkat kepatuhan pembentuk peraturan
perundang-undangan terhadap aturan yang lebih tinggi melalui melalui instrumen
negatif legalism atau pengujian peraturan perundang-undangan yang membatalkan
aturan yang berlaku. Selain itu, juga mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik
yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi setempat untuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, serta fasilitasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi pada Pemerintah Daerah setempat.
Secara eksternal, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga diarahkan untuk
melakukan pengujian substantif atas dasar hukum pembebanan anggaran atau
penetapan pendapatan apakah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Aspek kepatuhan tersebut dapat berupa tindakan korektif kepada
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan monitoring

evaluasi atas tindak lanjut perbaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
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atas Peraturan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah
sesuai asas contrarius actus (Martadinata, 2023).

Kajian hukum perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam
memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan keadilan, perlindungan
hukum, dan keberlanjutan sistem hukum. Selain itu, kajian hukum perundang-
undangan juga berkaitan dengan konsep al-tsabit (the unchangeable) dan al-
mutahawwil (the changeable) dalam kajian keislaman (Rokhmad & Nurdin, 2021).
Konsep al-tsabit mengacu pada hukum yang tetap dan tidak berubah seiring waktu,
sementara al-mutahawwil mengacu pada hukum yang dapat berubah sesuai dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kajian hukum
perundang-undangan memastikan bahwa peraturan hukum yang dibentuk dapat
mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pancasila juga
memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum negara (Triwijaya,
Fajrin, & Wibowo, 2020). Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara
dan nilai-nilai Pancasila harus dijiwai oleh peraturan perundang-undangan
(Triwijaya et al., 2020). Keterkaitan Pancasila dalam sistem dan hirarki perundang-
undangan di Indonesia juga ditegaskan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Triwijaya et al., 2020).
Pembentukan hukum yang baik juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan
menciptakan masyarakat yang tertib (Triwijaya et al., 2020). Oleh karena itu, kajian
hukum perundang-undangan sangat penting dalam pembentukan hukum negara
untuk memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum

negara (Nurhaeni, 2023; Setiawan et al., 2020).
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Pentingnya kajian hukum perundang-undangan juga agar memastikan bahwa
kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat. Pemerintah sebagai
pemegang kekuasaan harus mampu menyelaraskan kepentingan rakyat dengan
kepentingan mereka sendiri (Airlangga, 2019). Dalam hal ini, kajian hukum
perundang-undangan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dan mampu menciptakan
negara yang adil dan sejahtera (Airlangga, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kajian
hukum perundang-undangan dalam pembentukan hukum negara dari perspektif
teoritis. Oleh karena itu, fokus artikel ini akan lebih kepada aspek teoritis dan

konseptual daripada pembahasan kasus-kasus nyata secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan
hukum primer dan sekunder, serta data berupa peraturan perundang-undangan dan
literatur terkait. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis teori dan
konsep hukum perundang-undangan. Oleh karena fokus pada analisis teoretis, maka
dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait wawancara terstruktur pada narasumber
terseleksi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan
analisis dokumen hukum. Di samping itu, teknik analisis data melibatkan interpretasi

teks hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan.

. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum perundang-undangan, konsep kesejahteraan rakyat
tercermin dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan,

dan menjamin kesejahteraan fisik, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Ini dapat
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diwujudkan melalui kebijakan pembangunan ekonomi, perlindungan sosial,
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia
(Witono, 2020). Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mencantumkan
prinsip negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
sementara undang-undang sektor tertentu seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan
pendidikan memberikan landasan hukum bagi upaya pemerintah dalam mencapai
tujuan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, hukum perundang-undangan adalah cabang hukum yang
memfokuskan pada pembentukan, penyusunan, dan penegakan peraturan perundang-
undangan dalam suatu negara. Kajian pustaka mengenai hukum perundang-
undangan menjadi sangat relevan dalam konteks sistem hukum modern, mengingat
perannya yang strategis dalam membentuk kerangka hukum yang berlaku dan
mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan entitas lainnya. Berbagai
sarjana dan ahli hukum telah menyumbangkan pandangan dan penelitiannya tentang
pentingnya hukum perundang-undangan dan dampaknya terhadap stabilitas dan
keadilan hukum dalam masyarakat.

Untuk memahami tentang hukum perundang-undangan terlebih dahulu terkait
terminologi hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan adalah
sistem yang mengatur pembentukan, penyusunan, dan penegakan undang-undang,
serta interpretasi dan aplikasinya dalam berbagai situasi. Vollenhoven (dalam
Thontowi, 2013) memberikan pandangan mengenai hukum perundang-undangan
sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang dimaknai
bahwa hukum perundang-undangan bukan hanya sekadar seperangkat peraturan

formal, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari hukum
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pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan

menurut Soekanto (dalam Aziz, 2016), hukum perundang-undangan digambarkan

bahwa hukum perundang-undangan merupakan himpunan aturan yang bersifat

umum dan mengikat bagi seluruh masyarakat di dalam suatu negara.

Fungsi hukum perundang-undangan sangat penting dalam menjaga kestabilan,

keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Beberapa fungsi utama hukum

perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1.

Hukum perundang-undangan menetapkan standar dan aturan yang berlaku untuk
semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan.
Dengan adanya hukum yang jelas, masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan
keteraturan.

Hukum perundang-undangan menciptakan kerangka hukum yang stabil untuk
mengatur hubungan antara warga negara, pemerintah, dan entitas lainnya.
Stabilitas ini penting untuk menciptakan ketentraman dan keamanan dalam
masyarakat.

Fungsi hukum perundang-undangan juga melibatkan perlindungan hak asasi
manusia. Hukum harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap
individu, seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil di
hadapan hukum.

Hukum perundang-undangan menetapkan kewenangan dan tanggung jawab
berbagai lembaga pemerintah, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal
ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan

keseimbangan dalam sistem pemerintahan.
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Dalam konteks fungsi hukum perundang-undangan, Dicey (2007) menegaskan
bahwa hukum perundang-undangan harus mengutamakan supremasi hukum yang
berlaku secara umum, bukan kekuasaan sewenang-wenang. Lebih lanjut, menurut
Jimly Asshiddigie (2022), salah satu fungsi hukum perundang-undangan adalah
memberikan kepastian hukum, yaitu keadaan di mana seseorang atau sekelompok
orang dapat memiliki keyakinan yang sukar dirusak terhadap hak dan kewajiban
yang dimilikinya didasarkan pada aturan-aturan tertentu, yang biasanya tertera dalam
peraturan perundang-undangan. Akhir-akhir ini politik hukum Indonesia mulai
mendekati kepada ketaatan terhadap asas-asas hukum dan proporsionalitas
pertanggungjawaban pidana (Sipayung, Manullang, & Siburian, 2023; Suyanto,
Siburian, Nugroho, Manullang, & Sipayung, 2023) yang salah satu contohnya adalah
UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (Nasional).

Peran hukum perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam mengatur
kehidupan masyarakat dan dasar negara hukum mempengaruhi implementasi sistem
hukum. MacCormick (dalam Caplan, 1980) menyoroti pentingnya kajian mendalam
terhadap aspek teknis dan filosofis dalam penyusunan undang-undang dan peraturan
yang menekankan bahwa perundang-undangan yang baik harus didasarkan pada asas
kejelasan, kepastian, dan konsistensi untuk mencapai keadilan hukum yang lebih
baik bagi seluruh warga negara.

Tujuan hukum, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan, menjadi
landasan bagi pembentukan hukum perundang-undangan (Febriansyah, 2017).
Hukum perundang-undangan berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan
tersebut melalui penetapan norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat

secara terorganisir dan teratur. Sebagai contoh, hukum perundang-undangan yang
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mengatur perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sedangkan hukum ketenagakerjaan

bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan keamanan bagi pekerja.

Dengan demikian, korelasi antara tujuan hukum dengan peranan hukum perundang-

undangan terletak pada upaya mewujudkan nilai-nilai dan prinsip yang dikehendaki

masyarakat melalui instrumen hukum yang konkret dan terukur.

Eskridge dan Frickey (1990) juga menyatakan gagasannya untuk menggali
peran lembaga legislatif dalam pembentukan hukum serta pentingnya interpretasi
undang-undang untuk mencapai tujuan legislatif. Kemudian, Fuller (1964) dan
Zuhraini (2017) sebagai penganut konsep rule of law menyoroti bahwa hukum harus
memenuhi sejumlah kriteria, seperti kejelasan, ketepatan waktu, dan keterbukaan,
untuk memastikan keadilan dan mencapai tujuan moralitas. Lebih lanjut, Pound
(dalam Sipayung & Cristian, 2022) berpandangan bahwa hukum perundang-
undangan adalah "the embodiment of the will of the state, the standard or norm by
which the forces of the state are guided” yang berarti bahwa hukum perundang-
undangan mencerminkan kehendak negara dan menjadi panduan bagi tindakan dan
keputusan pemerintah.

Selain itu, hukum perundang-undangan berperan dalam:

1. Menciptakan Kesetaraan di Mata Hukum: Hukum perundang-undangan
menjamin setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa
diskriminasi atau keistimewaan tertentu.

2. Menyediakan Perlindungan Hukum: Hukum perundang-undangan memberikan

landasan hukum bagi individu dan perusahaan untuk melindungi hak-haknya,
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menyelesaikan sengketa, dan mencari keadilan melalui lembaga peradilan yang
berwenang.

3. Mengatur Kehidupan Bersama: Hukum perundang-undangan mengatur
hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah, serta memberikan arahan
bagi berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan
lain sebagainya.

Seorang pakar hukum Islam bernama Kamali (2016) menuturkan bahwa
urgensi hukum perundang-undangan adalah dalam melindungi hak asasi manusia,
memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencegah kerugian dan menegakkan hak
dan kewajiban sipil. Sedangkan menurut Mahfud MD (dalam Waluyo, 2022), hukum
perundang-undangan memiliki peran penting dalam sistem hukum negara sebagai
alat pengatur yang memastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam
suatu negara dan membantu menangani berbagai masalah hukum yang muncul di
masyarakat dengan cara yang adil dan tepat.

Adapun teori yang digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah
Law as a Tool of Social Engineering. Social engineering oleh Roscoe Pound
merupakan konsep integrasi "social" dan "engineering" yang menangkap dinamika
perubahan sosial, membedakannya dari pandangan hukum statis. Pound berpendapat
bahwa hukum seharusnya digunakan sebagai sarana perubahan sosial, sehingga ahli
hukum dan hakim harus beradaptasi dan mengakomodasi perubahan, bukan bersikap
kaku (Sipayung, 2022).

Pound mempergunakan sosiologi sebagai landasan utama dalam pembentukan
teori hukumnya, dengan tujuan mengubah hukum menjadi sesuatu yang sesuali

dengan dinamika realitas sosial, menanggapi positivisme hukum yang statis. Pound

10
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mengusulkan kolaborasi antara akademisi, peradilan, dan praktisi hukum sebagai
social engineering demi relevansi hukum dengan kebutuhan masyarakat. Dalam
konsep social engineering, Pound menggambarkan ahli hukum seperti insinyur yang
menciptakan hukum yang berfungsi menyesuaikan kepentingan masyarakat demi
keseimbangan dan aspirasi sosial.

Pound menerapkan teori kepentingan guna melindungi kepentingan
masyarakat dan mencapai harmoni serta penyeimbangan dalam kasus konflik,
sementara tugas hakim, ahli hukum, dan legislator adalah melakukan social
engineering untuk membangun struktur masyarakat yang efisien dan memenubhi
kebutuhan secara optimal. Hukum berperan dalam menyeimbangkan kepentingan
masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimal, sesuai konsep social engineering
Roscoe Pound, untuk mencapai stabilitas dan harmoni sosial.

Pembentukan hukum vyang adil dan efektif memerlukan kajian hukum
perundang-undangan sebagai prasyarat utama dalam menyesuaikan regulasi dengan
dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Secara teoritik, pentingnya kajian
hukum perundang-undangan dalam pembentukan hukum negara dapat dijelaskan
dari beberapa sudut pandang:

1. Legitimasi dan Otoritas Hukum
Kajian hukum perundang-undangan memberikan legitimasi dan otoritas
hukum pada suatu peraturan atau undang-undang. Dalam negara demokratis,
kajian ini memastikan bahwa hukum dibentuk berdasarkan pemahaman dan
persetujuan masyarakat yang diwakili oleh lembaga perwakilan mereka. Dengan
demikian, hukum negara akan memiliki dasar yang kuat dan diterima oleh

seluruh  warga negaranya dan menyediakan landasan hukum bagi

11
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penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan pembentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengaturan dan Pengendalian

Kajian hukum perundang-undangan memastikan bahwa proses
pembentukan hukum dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap isu-isu
hukum yang relevan, implikasi hukum yang mungkin timbul, serta konsultasi
dengan para ahli dan pemangku kepentingan yang terkait. Hal ini meminimalkan
risiko terciptanya hukum yang bertentangan atau tumpang tindih, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi negara.

Sebagai contoh, dalam konteks transformasi figh mawaris akibat
ketidaksesuaian antara Figh Mawaris dan beberapa pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI), maka kajian hukum perundang-undangan membantu
memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks
sosial dan kebutuhan masyarakat (Hasanudin, 2021). Begitu pula dengan
pembentukan kebijakan pengelolaan sistem pendidikan nasional yang responsif
di era globalisasi perlu mengakomodasi perkembangan global dan kebutuhan
sumber daya manusia sehingga politik hukum yang responsif menjadi penting
untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Manullang
etal., 2023).

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kajian hukum perundang-undangan menjamin bahwa hak asasi manusia

diakui, dihormati, dan dilindungi dalam setiap aspek pembentukan hukum

negara. Pandangan secara teoritik menegaskan bahwa hukum harus berfungsi

12
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sebagai alat yang melindungi kebebasan individu dan mencegah potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Sipayung, Manullang, et al., 2023).
Kajian hukum perundang-undangan menjadi penting untuk menjamin bahwa
hukum yang diberlakukan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.
Kepastian Hukum dan Kestabilan Sosial

Dengan adanya kajian hukum perundang-undangan yang memadai, negara
dapat mencapai tingkat kepastian hukum yang tinggi. Kepastian hukum ini
menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi warga negaranya,
termasuk dunia usaha dan investasi. Sebagai hasilnya, investasi akan meningkat,
pertumbuhan ekonomi terjaga, dan tercipta stabilitas sosial yang mendukung
perkembangan berkelanjutan.
Kesetaraan dan Keadilan

Pandangan teoritik tentang pentingnya kajian hukum perundang-undangan
menuntut agar hukum diberlakukan secara adil dan setara bagi seluruh warga
negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural. Kajian
ini mencari jalan untuk menghilangkan kesenjangan dan diskriminasi yang ada
dalam sistem hukum, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama
terhadap perlindungan hukum dan keadilan (Bagaskoro et al., 2023; Sipayung &
Subandi, 2023).
Pengakuan dan Mitigasi Risiko terkait Pluralisme Hukum

Kajian hukum perundang-undangan juga penting dalam mengatasi
permasalahan hukum yang muncul dalam konteks pluralisme hukum. Pluralisme
hukum terjadi ketika suatu negara mengakui sistem-sistem hukum non-negara

memiliki kapasitas keberlakuan yang sama kuatnya dengan hukum negara
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(Nugroho, 2019; Sipayung, Ibrani, & Lubis, 2023). Dalam konteks ini, kajian
hukum  perundang-undangan membantu  mengintegrasikan  kebijakan
pengelolaan sumber daya pertambangan yang dipengaruhi oleh kemajemukan
masyarakat dengan sistem hukum nasional (Nugroho, 2019). Integrasi kebijakan
ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dan
konflik hukum dapat dihindari (Sipayung & Prasetyo, 2023).

Penelitian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penelitian hukum, kita mencari jawaban yang benar atau tidak
keliru terhadap permasalahan hukum. Penelitian ini memberikan manfaat
penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan baku yang
akurat dari berbagai aspek hukum, seperti yuridis, sosiologis, dan filosofis,
digunakan untuk menyusun Naskah Akademik, yang selanjutnya menjadi dasar
rancangan undang-undang.

Penelitian hukum membantu memecahkan persoalan terkait substansi
peraturan perundang-undangan, memperlancar proses pembahasan di DPR, dan
memastikan undang-undang dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
Untuk mengoptimalkan hasil penelitian dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, diperlukan mekanisme yang jelas. Saat ini, aturan tentang
Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan belum secara eksplisit
menyebutkan peran penelitian hukum khususnya di dalam menemukan keadilan
yang belum dapat terakomodir dalam aturan yang berlaku saat ini (Sipayung,
Sinaga, Sinaga, & Simarmata, 2023).

Pentingnya adanya mekanisme komprehensif yang menggabungkan

kegiatan penelitian, pengkajian, dan penyusunan naskah akademik dalam proses
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legislasi. Pengkajian, penelitian, dan penyusunan naskah akademik menjadi
langkah awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan
berkualitas.

Perwujudan Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan langkah-
langkah mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Dalam proses
ini, ada tahapan yang sangat penting, yaitu harmonisasi, yang bertujuan
menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan (Sipayung &
Cristian, 2022; Wikansari; et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk
memahami pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagai cara untuk menyusun peraturan dengan lebih baik.

Dalam pengharmonisasian, peraturan perundang-undangan diselaraskan
dengan peraturan lain yang lebih tinggi, sederajat, atau lebih rendah, serta aspek
lain di luar peraturan perundang-undangan (Sipayung, Manullang, Siburian,
Kamar, & Prihantini, 2024). Tujuannya adalah menciptakan sistem peraturan
yang sistematis, tanpa adanya kontradiksi atau tumpang tindih. Hal ini penting
karena peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan setiap
aspek sistem hukum, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum (Syahril, Sari, Fuad, Usman, & Sipayung, 2023).

Dengan adanya harmonisasi, peraturan perundang-undangan dapat
berfungsi secara efektif dan efisien, memberikan manfaat yang optimal dalam

kehidupan masyarakat. Sebagai hasilnya, pembentukan peraturan perundang-
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undangan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai

hukum yang berlaku.

D. PENUTUP
1. Simpulan

Peran strategis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan hukum
negara antara lain memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan keadilan,
perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Melalui kajian hukum
perundang-undangan juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah
sesuai dengan kepentingan rakyat, mengatasi permasalahan hukum dalam legitimasi
yang kuat, mengatur dan mengendalikan proses pembentukan hukum dengan baik,
perlindungan hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum dan stabilitas sosial,
menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan di tengah masyarakat, dan konteks
pluralisme hukum. Indikator kepatuhan negative legalism (putusan judicial review
dari Mahkamah Konsttitusi maupun Mahkamah Agung) dan rekomendasi
penyelarasan produk hukum administratif yang ditetapkan oleh suatu pemerintah
daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah hal-hal yang wajib untuk
ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait terutama dengan prinsip contrarius actus.
Namun, upaya perbaikan tersebut tidak menghalangi lalu lintas pemerintahan jika
diterapkan secara prinsip ultimum remedium. Selanjutnya, dalam melaksanakan
proses pembangunan hukum negara terdapat tantangan-tantangan diantaranya adalah
kompleksitas dan dinamika perubahan hukum, keterbatasan sumber daya dan
infrastruktur, kebutuhan aksesibilitas hukum yang lebih baik, dan peran teknologi
dalam kajian hukum perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, upaya

pembangunan hukum negara dapat dilakukan melalui instrumen penelitian hukum
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yang di dalamnya terdapat kertas kerja naskah akademik dengan melibatkan
partisipasi publik dan dalam rangka mewujudkan harmonisasi pembentukan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara dapat mencapai puncak
keberhasilan program pemerintah sekaligus memberikan perlindungan hukum yang
maksimal bagi seluruh warganya.
2. Saran

Dalam rangka menjaga agar hukum tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat, maka perlunya pendekatan sosiologis sehingga hukum relevan
dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kerjasama antara
akademisi hukum, birokrat, dan profesi hukum untuk membentuk sistem hukum

negara yang lebih baik.
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